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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memberikan kelancaran dan kelengkapan
informasi dalam penyusunan standar kompetensi jabatan
oleh Instansi Pemerintah, diperlukan suatu kamus
kompetensi teknis bidang kepegawaian;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara,
Kepala Badan Kepegawaian Negara berwenang untuk
menyusun dan menetapkan Kamus Kompetensi Teknis
Bidang Kepegawaian,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Kamus

Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur
Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1907);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kamus Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian yang
selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis adalah
kumpulan kompetensi teknis yang meliputi daftar jenis
kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi

kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk
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setiap level kompetensi teknis yang diperlukan dalam
bidang kepegawaian.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan
bidang teknis jabatan.

Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian adalah
pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dan dapat dikembangkan yang
spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan
yang mengelola urusan manajemen sumber daya
manusia aparatur.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan
instansi daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural.
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10.

11.

(1)

(2)

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN, dan pembinaan manajemen
ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kamus Kompetensi Teknis ini dimaksudkan sebagai
pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam
menentukan daftar jenis kompetensi teknis, definisi
kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan
indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis
yang dibutuhkan di lingkungan kerjanya dengan baik
dan terstandar di bidang kepegawaian.

Kamus Kompetensi Teknis ini bertujuan agar Pejabat
Pembina Kepegawaian memiliki persepsi yang sama
dalam memahami daftar jenis kompetensi teknis, definisi
kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan
indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis

yang digunakan di bidang kepegawaian.

BAB II

KOMPETENSI TEKNIS DAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

(1)

BIDANG KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian

Pasal 3
Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian dikelompokkan

dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
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a. kompetensi umum (generik); dan

b. kompetensi khusus (spesifik)

Kompetensi umum (generik) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan Kompetensi Teknis Bidang

Kepegawaian yang harus dipenuhi pada setiap jabatan

bidang kepegawaian.

Kompetensi umum (generik) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. perumusan kebijakan manajemen sumber daya
manusia ASN; dan

b. advokasi kebijakan manajemen sumber daya
manusia ASN.

Kompetensi khusus (spesifik) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan Kompetensi Teknis

Bidang Kepegawaian yang harus dipenuhi pada jabatan-

jabatan tertentu pada bidang kepegawaian.

Kompetensi khusus (spesifik) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. penyusunan Perencanaan Kebutuhan sumber daya
manusia ASN;

b. pengelolaan Sistem Seleksi sumber daya
manusia ASN;

c. pembinaan Jabatan fungsional bidang sumber daya
manusia ASN;

d. pembinaan Jabatan fungsional,

e. pengelolaan standardisasi Jabatan fungsional bidang
sumber daya manusia ASN;

f. penilaian kompetensi/potensi sumber daya
manusia ASN;

g. pelaksanaan pengembangan sumber daya
manusia ASN;

h. pengkajian dan penelitian sumber daya
manusia ASN;

i.  pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum
sumber daya manusia ASN;

j-  penyusunan standardisasi Jabatan;

k. penyusunan rencana pengembangan karier;



